
4.Undang-Undang . 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonomi lrian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom 
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
2097); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan 
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

BUPATI BIAK NUMFOR, 

a. bahwa untuk mendukung pelayanan tugas Bypati dan Wakil Bipati 
sehari-hari perlu disediakan Biaya Penunjang Operasioanl Bupati 
dan Wakil Bupati; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan besarnya biaya 
penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan 
Asli Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b dan diatas, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil 
Bupati Kaabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BIAK NUMFOR 

PROVINSI PAPUA 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 

NOMOR 51 TAHUN 2021 

TENTANG 

BlAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI 
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021 

Mengingat 

Menimbang 



14.Peraturan Pernerintah . 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lcmbaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) scbagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 
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BAB l . 

PENUNJANG 
KABUPATEN 

MEMUTUSKAN; 

PERATURAN BUPATI TENTANG BlAYA 
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI 
BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021 

MENETAPKAN 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak 
Numfor Nomor 3 Tahun 2016 Susunan Organisasi dan Perangkat 
Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak 
Numfor Tahun 2018 Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 
ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor l); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak 
Numfor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak 
Numfor Tahun 2021 Nomor l); 

23. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Serita Daerah Kabupaten Biak Numfor 
Tahun 2021 Nomor 3). 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 888 ); 
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Pasal 5 ........ 

Penggunaan Biaya Penunjnag Operasional Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan 
dengan kondisi keuangan daerah, khusunya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 4 

(1) Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
ayat (2) yaitu diatas Rp. 100.000.000.000.-(seratus milyard rupiah) sampai 
dengan Rp, 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyard rupiah) paling rendah 
0,40 % (no! koma empat puluh persen). 

(2) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021 
sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah). 

Pasal 3 

(2). Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pasal 2 
(1) Biaya Penunjnag Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap 

bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. 

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL 

BAB II 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor; 
2. Bupati adalah Bupati Biak Numfor; 
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Biak Numfor; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor; 
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas 

Bupati dan Wakil Bupati ; 
6. Pendapatan Asli Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PAD adalah 

pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain 
pendapatan yang sah. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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--~ 
SEMUEL RUMAIKEUW, g'j:t­ 
PEMBINA TK. I 
NIP. 197305082001121004 

Salinan sesuai dengan as · a, 
KEP UKUM 

SERITA DAERAH KABUPATEN BWC NUMFORTAHUN 2021 NOMOR 51 

Diundangkan di Biak 
pada tanggal 11 November Tahun 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BWC NUMFOR 

CAP/TTD 
MARKUS O.MANSNEMBRA 

Ditetapkan di Biak 
pada tanggal 11 November 2021 

BUPATI BIAK NUMFOR 
CAP/TTD 

HERRY ARIO NAAP 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundanga Peraturan 
Bupati ini dengan penetapanya dalaam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

Pasal 6 

Dana untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 

Anggaran 2021. 

Pasal 5 
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